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Korupsi Retribusi IMB, Sekretaris Bappeda Tabalong 

Ditahan 

 

nasional.okezone.com 

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabalong, 

Asli Yakin, ditahan di Lapas Tanjung, Rabu (25/9/19). Ia datang ke Lapas dengan diantar tim 

eksekutor Kejaksaan Negeri Tabalong dan dua orang stafnya, menggunakan mobil dinas plat 

merah. 

Penahanan itu terkait masalah korupsi dana retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

tahun 2009 sampai 2014. Penyelewengan itu terjadi ketika ia menjabat Camat Murung Pudak 

dengan nilai kerugian Negara lebih dari Rp1 miliar. 

Modusnya dana IMB yang seharusnya disetorkan ke kas daerah masuk ke kantong 

pribadi. Kasus ini memasuki masa persidangan di tahun 2016 lalu. Di Pengadilan Tipikor ia 

divonis empat tahun enam bulan penjara dan pengembalian dana sebesar Rp1,1 miliar. 

Asli Yakin kemudian mengajukan banding. Namun, bandingnya ditolak. Tak patah 

arang, Asli Yakin kembali melakukan kasasi di MA, tapi lagi-lagi ditolak. Dengan putusan 

yang inkrah akhirnya Asli Yakin ditahan siang kemarin. 

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Tabalong Jhonson Evendi Tambunan mengatakan 

eksekusi dilakukan oleh tim eksekusi yang dibantu oleh tim intel kejaksaan. 

“Akibat penyalahgunaan ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar, dan 

terpidana telah mengembalikan Rp670 juta. Hasil putusan pidana penjara 4 tahun dan pidana 
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denda Rp200 juta dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan 

pidana kurungan selama 6 bulan,” ujarnya. 

 

Sumber Berita: 

kalsel.prokal.co, Korupsi Retribusi IMB, Sekretaris Bappeda Tabalong Ditahan 

(https://kalsel.prokal.co/read/news/26847-korupsi-retribusi-imb-sekretaris-bappeda-tabalong-

ditahan.html), Kamis, 26 September 2019. 

banjarmasin.tribunnews.com, Mantan Sekretaris Bappeda Tabalong Dieksekusi karena Kasus 

Korupsi Rp 1,1 Miliar (https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/09/25/mantan-sekretaris-

bappeda-tabalong-dieksekusi-karena-kasus-korupsi-rp-11-miliar), Rabu, 25 September 2019. 

Catatan: 

❖ Izin Mendirikan Bangunan 

IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala 

Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 

mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis yang berlaku. 

Landasan Hukum IMB 

IMB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, 

dimana Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung 

di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan. 

Selain dalam UU nomor 28 Tahun 2002, IMB diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

Biaya Retribusi IMB 

Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2012, retribusi IMB rumah tinggal dihitung dengan rumus 

luas bangunan dikali indeks dikali harga satuan retribusi. Pembayaran retribusi rumah 

tinggal dapat dilakukan setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari 

seksi pelayanan IMB Kecamatan dan pembayaran dilakukan di Kas Daerah. Setelah 

diperoleh Bukti Pembayaran Retribusi dari Kas Daerah, lembar untuk P2B diserahkan ke 

Loket PTSP. 

 

 

https://kalsel.prokal.co/read/news/26847-korupsi-retribusi-imb-sekretaris-bappeda-tabalong-ditahan.html
https://kalsel.prokal.co/read/news/26847-korupsi-retribusi-imb-sekretaris-bappeda-tabalong-ditahan.html
http://banjarmasin.tribunnews.com/
https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/09/25/mantan-sekretaris-bappeda-tabalong-dieksekusi-karena-kasus-korupsi-rp-11-miliar
https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/09/25/mantan-sekretaris-bappeda-tabalong-dieksekusi-karena-kasus-korupsi-rp-11-miliar
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❖ Tindak Pidana Korupsi 

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang 

negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang 

lain. 

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan 

pengertian korupsi (terjemahan bebas): 

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan 

yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah 

menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk 

dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari 

pihak lain” 

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: 

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi” 

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi yaitu: 

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan Pasal 

2 dan Pasal 3 UU PTPK; 

2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat 

(1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 

huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK; 

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan Pasal 

8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU PTPK; 

4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, 

Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK; 
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5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat 

(1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, 

Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK; 

6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur dalam 

ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK; 

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 

12C UU PTPK; 

Selain dari tindak-tindak pidana tersebut di atas, masih ada tindak pidana lain yang 

berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: 

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 21 UU 

PTPK; 

2. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar, diatur 

dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU PTPK; 

3. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka, diatur dalam 

ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 29 UU PTPK; 

4. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan Palsu, 

diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 35 UU PTPK; 

5. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau 

Memberi Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 36 UU PTPK; 

6. Saksi yang Membuka Identitas Pelapor, diatur dalam ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 31 

UU PTPK; 

Karasteristik tindak pidana korupsi di atas, mensyaratkan bahwa pelaku, tersangka, 

terdakwa haruslah aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara atau orang 

lain/korporasi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum atau penyelenggara Negara. 

❖ Upaya Hukum 

Dalam sistem peradilan Indonesia dikenal beberapa jenis upaya hukum yang dapat 

dilakukan terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum dilakukan oleh salah satu pihak 

yang  berperkara dimana pihak tersebut  merasa tidak puas dengan putusan hakim yang 

mengadili perkaranya.  Tujuan dilakukaknnya  upaya hukum adalah mengoreksi serta 

meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh hakim melalui putusannya. 

Sistem hukum acara di Indonesia mengelompokkan upaya hukum ke dalam dua jenis, yakni 

upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. 
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1. Upaya Hukum Biasa 

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang diajukan terhadap putusan pengadilan 

yang belum berkekuatan hukum tetap. Hukum acara mengenal tiga jenis upaya hukum 

biasa, yaitu: 

a. Verzet atau perlawanan terhadap putusan verstek, yakni putusan yang dijatuhkan 

oleh hakim tanpa kehadiran tergugat. Verzet dan verstek hanya ada dalam ranah 

hukum acara perdata.  

b. Banding, yakni upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang 

berperkara dan tidak puas dengan putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama 

(Pengadilan Negeri). Banding diajukan ke pengadilan tingkat kedua (Pengadilan 

Tinggi). 

c. Kasasi, yakni upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak yang ditujukan 

ke Mahkamah Agung, dimana diajukan karena pihak yang bersangkutan menilai 

bahwa hakim pengadilan judex fakti dalam putusannya telah salah menerapkan 

hukum atau melanggar hukum, tidak berwenang atau melampau batas 

kewenangan serta tidak memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan dalam 

peraturan peraturan perundang – undangan. Mahkah Agung dalam memeriksa 

perkara kasasi hanya memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh 

pengadilan judex facti bukan fakta perkara, oleh karena itu Mahkamah Agung juga 

dikenal sebagai pengadilan judex yuridis. 

2. Upaya Hukum Luar Biasa 

Disebut upaya hukum luara biasa karena pengajuannya dilakukan setelah sebuah 

putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Adapun yang yang termasuk upaya 

hukum luar biasa adalah, sebagai berikut: 

a. Peninjauan Kembali (PK) atau request civil, yakni upaya hukum yang 

ditujukan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan 

pengadilan, baik pengadilan judex factie atau pun pengadilan judex 

yuridis dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap 

putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak mengenal 

Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHAP. 

b. Kasasi demi kepentingan hukum, yaitu kasasi yang hanya dapat diajukan oleh 

Jaksa Agung dimana jenis kasasi ini tidak akan berpengaruh terhadap perkara 

yang sedang berlangsung. 

https://klinikhukum.id/perbedaan-judex-facti-dan-judex-juris/
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Disamping upaya hukum di atas, dikenal juga upaya lain yakni grasi. Grasi 

sendiri pada dasarnya tidak termasuk upaya hukum tetapi keberadaannya 

berpengaruh terhadap perkara dan pihak yang berperkara. Grasi adalah 

kewenangan yudikatif yang dimiliki oleh presiden. 

 

 
 


